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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwanegarabertanggungjawabuntuk 

melindungisegenapbangsaIndonesiadanseluruhtumpah 

darahIndonesiamelaluipenyelenggaraan peternakan dan 

kesehatan hewandenganmengamankandan 

menjaminpemanfaatan dan pelestarianhewan 

untukmewujudkankedaulatan, kemandirian,serta 

ketahanan pangandalam 

rangkamenciptakankesejahteraandan 

kemakmuranseluruh rakyatIndonesia sesuaidengan 

amanatUndang-UndangDasar NegaraRepublik 

IndonesiaTahun 1945; 

  b. bahwadalam penyelenggaraan peternakandan kesehatan 

hewan,upayapengamananmaksimal terhadappemasukan 

danpengeluaran ternak, hewan,danproduk hewan, 

pencegahanpenyakit hewan dan zoonosis, 

penguatanotoritas veteriner,persyaratan halal bagi produk 

hewanyang dipersyaratkan, serta penegakan 

hukumterhadap pelanggaran kesejahteraanhewan, 

perludisesuaikan dengan 

perkembangandankebutuhanmasyarakat; 

  c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan dipandang tidak sesuai 

lagi dan perlu disempurnakan untuk dijadikan landasan 

hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan 

hewan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk 
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Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 18Tahun2009tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. 

Mengingat : Pasal20danPasal 21 Undang-UndangDasar Negara 

RepublikIndonesiaTahun1945. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG PERUBAHANATASUNDANG-

UNDANG NOMOR18TAHUN 2009TENTANG PETERNAKAN 

DANKESEHATAN HEWAN. 

 

Pasal I 

 

Beberapaketentuan dalam Undang-Undang Nomor18Tahun 

2009 tentangPeternakandanKesehatanHewan 

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor 

84,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 

Nomor5015),diubahsebagai berikut: 

1. KetentuanPasal 1angka1,angka2,angka 12, 

angka14,angka 15,angka19,angka 21, angka23, angka 

24, angka 25, angka 26, angka 28,angka29,angka 

30,angka34,angka35,angka36,angka 39, angka 40,angka 

41, angka 46,danangka 49 diubah, di antara angka5 dan 

angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka5a dan 5b, 

di antara angka 37 dan angka 38 disisipkan 1 (satu) 

angkayakni angka 37a,danangka 9, angka 17,angka20, 

angka33, serta angka44 dihapus, sehinggaPasal1 

berbunyi sebagaiberikut: 

 

Pasal 1 
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DalamUndang-Undangini yang dimaksud dengan: 

1. Peternakanadalahsegala urusan yang 

berkaitandengan sumber dayafisik,Benih, 

Bibit,Bakalan, TernakRuminansia 

Indukan,Pakan,Alat dan Mesin 

Peternakan,budidayaTernak, panen, pascapanen, 

pengolahan, pemasaran, pengusahaan, 

pembiayaan,sertasarana dan prasarana. 

2. Kesehatan Hewan adalah segalaurusan 

yangberkaitandenganpelindungan sumberdaya 

Hewan, kesehatan masyarakat, danlingkungan serta 

penjaminan keamananProdukHewan,Kesejahteraan 

Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk 

mendukung kedaulatan,kemandirian, dan 

ketahanan panganasal Hewan. 

3. Hewan adalahbinatangatau satwayangseluruh 

atausebagiandarisiklus hidupnya berada di darat, 

air,dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun 

yang di habitatnya. 

4. Hewan Peliharaan adalah Hewanyang kehidupannya 

untuk sebagianatau seluruhnya bergantung pada 

manusia untuk maksud tertentu. 

5. Ternak adalahHewan peliharaanyang produknya 

diperuntukan sebagaipenghasil pangan, bahan baku 

industri, jasa, dan/atau hasil ikutannyayang terkait 

dengan pertanian. 

6. 5a. TernakRuminansia Betina Produktif adalah 

Ternakruminansia betina yang organreproduksinya 

masih berfungsi secaranormal dan dapat beranak. 

7. 5b. TernakRuminansiaIndukanadalah Ternakbetina 

bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal 

dan sehat digunakanuntuk pengembangbiakan. 

8. Satwa Liar adalah semua binatang yang 

hidupdidarat, air, dan/atauudara yangmasih 

mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas 

maupun yang dipeliharaoleh manusia. 

9. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, 
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binatang, ataujasadrenik yang mengandung unit-

unit yang berfungsi sebagai pembawa 

sifatketurunan, baik yang bernilai aktual maupun 

potensial untuk menciptakan galur, 

rumpun,atauspesies Baru. 

10. Benih Hewanyang selanjutnyadisebut Benih adalah 

bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, 

sperma,ova, telur tertunas, danembrio. 

11. Dihapus. 

12. BibitHewan yangselanjutnya disebutBibit adalah 

Hewan yang mempunyai sifat unggul dan 

mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu 

untuk dikembangbiakkan. 

13. RumpunHewan yang selanjutnya disebutRumpun 

adalahsegolongan hewandarisuatu spesies yang 

mempunyai ciri-ciri fenotipe yangkhas dan dapat 

diwariskanpadaketurunannya. 

14. Bakalan Ternak Ruminansia 

Pedagingyangselanjutnya disebut Bakalan adalah 

ternak ruminansia pedaging dewasa yang 

dipeliharaselamakurun waktu tertentu hanya untuk 

digemukkansampai mencapai bobot badan 

maksimal pada umur optimal untuk dipotong. 

15. Produk Hewan adalahsemua bahanyang berasal dari 

Hewan yang masih segar dan/atau telah diolahatau 

diproses untukkeperluankonsumsi,farmakoseutika, 

pertanian,dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan 

kebutuhan dankemaslahatanmanusia. 

16. Peternak adalah orang perseorangan warga negara 

Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha 

Peternakan. 

17. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan 

atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun yang bukan badan hukum,yang 

didirikandan berkedudukandalamwilayah Negara 

KesatuanRepublikIndonesiayang mengelola usaha 

Peternakan dengankriteria danskala tertentu. 
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18. Usaha di bidang 

Peternakanadalahkegiatanyangmenghasilkan 

produk dan jasayang menunjang usahabudi daya 

Ternak. 

19. Dihapus. 

20. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan 

maniatau semen ke dalam alat reproduksi Ternak 

betina sehat untuk dapatmembuahi seltelur dengan 

menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar 

Ternak bunting. 

21. Pemuliaan Ternak yangselanjutnya disebut 

Pemuliaan adalah rangkaiankegiatan untuk 

mengubah komposisi genetikpada sekelompok 

Ternak dari suatu rumpunatau galur gunamencapai 

tujuan tertentu. 

22. Dihapus. 

23. Usaha di bidang KesehatanHewan adalahkegiatan 

yangmenghasilkan produk dan/atau jasa yang 

menunjang upaya dalam mewujudkan 

KesehatanHewan. 

24. Pakanadalahbahan makanan tunggal atau 

campuran, baik yangdiolah maupun yang tidak 

diolah, yang diberikan kepada hewan untuk 

kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang 

biak. 

25. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, 

perikanan, Peternakan, atau bahan lainserta yang 

layak dipergunakansebagai Pakan, baik yang telah 

diolahmaupunyang belum diolah. 

26. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan 

negaraatau yang disediakan Pemerintah atau yang 

dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan 

yang diperuntukkan penggembalaan Ternak 

masyarakat Skalakecil sehingga Ternak 

dapatleluasaberkembang biak. 

27. SetiapOrang adalahorang perseorangan atau 

korporasi, baikyang berbadanhukummaupunyang 
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tidak berbadan hukum serta yangmelakukan 

kegiatan dibidang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. 

28. Veteriner adalah segala urusan yangberkaitan 

denganHewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan. 

29. Medik Veteriner 

adalahpenyelenggaraankegiatanpraktik kedokteran 

hewan. 

30. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah 

atau PemerintahDaerah yang bertanggung jawab 

dan memilikikompetensi dalam penyelenggaraan 

KesehatanHewan. 

31. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesidi 

bidangkedokteranhewan dan kewenangan Medik 

Veteriner dalammelaksanakan pelayanan Kesehatan 

Hewan. 

32. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan 

yangditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau 

bupati/wali kota sesuai dengankewenangannya 

berdasarkanjangkauan tugas pelayanannyadalam 

rangka penyelenggaraan KesehatanHewan. 

33. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik 

Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan 

di bidang reproduksi hewan. 

34. Medik Konservasi adalah penerapan Medik Veteriner 

dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang 

konservasi Satwa Liar. 

35. Dihapus. 

36. Penyakit Hewanadalah gangguan kesehatan 

padaHewan yang disebabkan olehcacat genetik, 

proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, 

keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi 

mikroorganisme patogen. 

37. Penyakit HewanMenular adalah penyakit yang 

ditularkan antaraHewan dan Hewan,Hewan dan 

manusia,serta Hewan danmedia pembawa 

PenyakitHewan lainmelaluikontak langsung atau 
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tidak langsung dengan media perantara mekanis 

seperti air,udara, tanah,Pakan, peralatan,dan 

manusia,atau melalui media perantara biologis 

seperti virus, bakteri, amuba,atau jamur. 

38. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah 

PenyakitHewan yang dapat menimbulkan angka 

kematian dan/atau angka kesakitanyang tinggipada 

Hewan, dampakkerugian ekonomi, 

keresahanmasyarakat, dan/atau bersifat zoonotik. 

39. Zoonosis adalah penyakityang dapat menular dari 

Hewankepadamanusia atausebaliknya. 

40. 37a. Wabah adalahkejadian penyakit luarbiasa yang 

dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan 

Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus 

Penyakit Hewan Menularmendadakyang 

dikategorikansebagai bencana nonalam. 

41. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala 

urusan yang berhubungandengan Hewandan 

Produk Hewan yang secara langsungatau tidak 

langsung memengaruhi kesehatan manusia. 

42. ObatHewan adalah sediaanyang dapat digunakan 

untukmengobati Hewan, membebaskan gejala, atau 

memodifikasiproseskimia dalam tubuh 

yangmeliputisediaan biologik, farmakoseutika, 

premiks,dansediaan ObatHewanalami. 

43. Alat dan Mesin Peternakan adalahsemua 

peralatanyang digunakan berkaitandengan kegiatan 

Peternakan, baikyang dioperasikandengan motor 

penggerak maupun tanpa motor penggerak. 

44. Alat dan Mesin Kesehatan Hewanadalah peralatan 

kedokteran Hewan yang disiapkan dan 

digunakanuntuk Hewansebagai alat Bantu dalam 

penyelenggaraan KesehatanHewan. 

45. KesejahteraanHewanadalahsegalaurusan yang 

berhubungan dengankeadaan fisik dan mental 

Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang 

perlu diterapkan danditegakkan untuk 
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melindungiHewan dari perlakuanSetiap Orang 

yangtidak layak terhadapHewan yang 

dimanfaatkanmanusia. 

46. Tenaga KesehatanHewanadalah orangyang 

menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan 

berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik 

Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan 

formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan 

bersertifikat. 

47. Dihapus. 

48. Pemerintah Pusatyangselanjutnya 

disebutPemerintah adalahPresiden 

RepublikIndonesia yang memegang 

kekuasaanPemerintahanNegara KesatuanRepublik 

Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-

Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 

1945. 

49. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan. 

50. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali 

kota, dan perangkatdaerah sebagaiunsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

51. PemerintahanDaerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh PemerintahDaerah dan 

dewan perwakilan rakyat daerahmenurut asas 

otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistemdan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksuddalamUndang-UndangDasar 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. 

52. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya 

disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan 

Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

dandiselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan 

melibatkan seluruh penyelenggara 

KesehatanHewan, pemangkukepentingan, dan 
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masyarakatsecaraterpadu. 

2. KetentuanPasal 6ayat (2)hurufb,substansitetap 

danpenjelasannya tentang "inseminasi buatan" 

dihapussehingga rumusan penjelasan Pasal 6 adalah 

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi 

PasalAngka 2 Undang-undang ini. 

3. JudulBagian Kesatu padaBabIV 

diubahsehinggaberbunyisebagai berikut: 

 

BagianKesatu 

Benih dan Bibit 

4. KetentuanPasal 13 diubah sehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal 13 

 

Penyediaan danpengembanganBenih 

dan/atauBibitdilakukan dengan mengutamakanproduksi 

dalam negeri. 

(1) Pemerintahdan/atauPemerintahDaerahsesuai 

dengankewenangannyaberkewajiban untuk 

melakukanPemuliaan, pengembangan 

usahapembenihan dan/atau pembibitandengan 

melibatkan peranserta masyarakatuntuk 

menjaminketersediaan Benih dan/atauBibit. 

(2) KewajibanPemerintah dan/atauPemerintah Daerah 

sesuaidengan kewenangannyauntuk 

melakukanpengembangan 

usahapembenihandan/ataupembibitansebagaimana

dimaksud pada ayat(2) dilakukandenganmendorong 

penerapan teknologi reproduksi. 

(3) Dalamhal usaha pembenihan dan/atau pembibitan 

oleh masyarakatbelum berkembang, 

Pemerintahdan/atauPemerintahDaerahsesuai 

dengankewenangannyamembentukunit 

pembenihandan/ataupembibitan. 

(4) Pembentukanunitpembenihan sebagaimana 
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dimaksudpada ayat (4)ditujukanuntuk pemurnian 

Ternak tertentu atauuntuk produksi. 

(5) SetiapBenihatau Bibit yang beredar wajib 

memilikisertifikat Benihatau Bibityang memuat 

keterangan mengenaisilsilah danciri-ciri 

keunggulannya. 

(6) SertifikatBenih atauBibit sebagaimana 

dimaksudpadaayat (6) dikeluarkanolehlembaga 

sertifikasi Benihatau Bibit yangterakreditasi atau 

yangditunjuk oleh Menteri. 

(7) SetiapOrangdilarangmengedarkanBenih atau 

Bibityangtidak memilikisertifikat sebagaimana 

dimaksudpadaayat(6). 

5. KetentuanPasal 15 diubah sehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal15 

 

(1) Pemasukan Benih dan/atauBibit dari luar negerike 

dalam wilayahNegaraKesatuan Republik 

Indonesiadapatdilakukan untuk: 

a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; 

b. mengembangkan ilmupengetahuan dan 

teknologi; 

c. mengatasi kekuranganBenih dan/atau Bibit di 

dalamnegeri; dan/atau 

d. memenuhi keperluan penelitiandan 

pengembangan. 

(2) Pemasukan Benih dan/atauBibit dari luar 

negerisebagaimanadimaksudpada ayat(1) harus: 

a. memenuhi persyaratanmutu; 

b. memenuhipersyaratanteknis Kesehatan Hewan; 

c. bebas dari 

PenyakitHewanMenularyangdipersyaratkanoleho

toritas veteriner; 

d. memenuhi ketentuanperaturan perundang-

undangandibidang karantinaHewan;dan 
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e. memerhatikankebijakan pewilayahan 

sumberBibit sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14. 

(3) SetiapOrangyang melakukan pemasukan Benih 

dan/atau Bibit sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 

wajib memperoleh izin dariMenteri. 

(4) Ketentuan lebihlanjut mengenai persyaratan 

mutudan persyaratanteknisKesehatanHewan 

sebagaimana dimaksudpadaayat (2) huruf a 

danhuruf bdiatur denganPeraturan Menteri. 

6. KetentuanPasal 16 diubah sehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal16 

 

(1) Pengeluaran Benih dan/atauBibit dari 

wilayahNegara Kesatuan RepublikIndonesia 

keluarnegeri 

dapatdilakukanapabilakebutuhandalamnegeri 

telahterpenuhidan kelestarianTernak lokal terjamin. 

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksudpadaayat 

(1)dilarangdilakukanterhadapBenih dan/atau 

Bibityangterbaik didalamnegeri. 

(3) SetiapOrangyang melakukan kegiatansebagaimana 

dimaksud padaayat (1) wajibmemperoleh izin dari 

Menteri.” 

7. KetentuanPasal 18 diubah sehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal18 

 

(1) Dalamrangka mencukupi ketersediaan bibit,Ternak 

Ruminansia Betina Produktif diseleksiuntuk 

Pemuliaan,sedangkanTernakruminansia betina 

yangtidak produktifdisingkirkanuntukdijadikan 

Ternak potong. 

(2) PenentuanTernakruminansia betina yangtidak 
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produktifsebagaimana dimaksudpada ayat (1) 

dilakukanolehDokterHewanBerwenang. 

(3) PemerintahDaerah sesuaidengan kewenangannya 

menyediakandana untuk menjaringTernak 

RuminansiaBetina Produktif yang dikeluarkan oleh 

masyarakat dan menampungTernak tersebut pada 

unitpelaksana teknis didaerah untuk keperluan 

pengembangbiakan dan 

penyediaanBibitTernakruminansia 

betinadidaerahtersebut. 

(4) SetiapOrangdilarangmenyembelihTernak ruminansia 

kecil betinaproduktifatauTernak ruminansiabesar 

betinaproduktif. 

(5) Larangansebagaimana 

dimaksudpadaayat(4)dikecualikan dalam hal: 

a. penelitian; 

b. Pemuliaan; 

c. pengendalian 

danpenanggulanganPenyakitHewan; 

d. ketentuanagama; 

e. ketentuanadatistiadat;dan/atau  

f. pengakhiran penderitaanHewan. 

(6) SetiapOrang harus menjaga populasi anakan ternak 

ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia 

besar. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan 

penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penjaringanTernak 

RuminansiaBetinaProduktifsebagaimana dimaksud 

padaayat (3), dan populasi anakanternak 

ruminansiakecil dan anakanternakruminansia besar 

sebagaimana dimaksudpadaayat(6)diatur dengan 

PeraturanMenteri. 

8. KetentuanPasal 31 diubah sehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal31 
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(1) Peternakdapat melakukankemitraan 

usahadibidangbudi dayaTernak 

berdasarkanperjanjian yang saling memerlukan, 

memperkuat,menguntungkan,menghargai,bertanggu

ngjawab, ketergantungan, dan berkeadilan. 

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud 

padaayat(1) dapatdilakukan: 

a. antar-Peternak; 

b. antara Peternak danPerusahaanPeternakan; 

c. antara Peternak danperusahaandi bidanglain; 

dan 

d. antara Perusahaan Peternakan danPemerintah 

atauPemerintahDaerahsesuai dengan 

kewenangannya. 

(3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud 

padaayat(2) dapatberupa: 

a. penyediaan saranaproduksi; 

b. produksi; 

c. pemasaran; dan/atau 

d. permodalanatau pembiayaan. 

(4) Pemerintahdan Pemerintah 

Daerahsesuaidengankewenangannyamelakukan 

pembinaan kemitraanusahasebagaimana dimaksud 

padaayat(2)dengan memerhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangandibidangkemitraan 

usaha. 

9. KetentuanPasal 32 diubah sehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal32 

 

(1) Pemerintahdan Pemerintah 

Daerahsesuaidengankewenangannyaberkewajibanm

endorong agar sebanyak mungkinwarga 

masyarakatmenyelenggarakan budidayaTernak 

sesuai dengan pedomanbudidayaTernak yangbaik. 
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(2) Pemerintahdan Pemerintah 

Daerahsesuaidengankewenangannyamemfasilitasi 

dan membina pengembangan 

budidayayangdilakukanoleh Peternak dan pihak 

tertentuyang mempunyai kepentingan khusus. 

(3) Pemerintahdan Pemerintah 

Daerahsesuaidengankewenangannyamembina dan 

memberikan fasilitas untuk 

pertumbuhandanperkembangankoperasi dan 

badanusaha di bidangPeternakan. 

 

10. KetentuanPasal 36 diubah sehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal36 

 

(1) Pemerintahberkewajiban untuk 

menyelenggarakandanmemfasilitasikegiatanpemasar

anHewan atauTernak danProdukHewandidalam 

negerimaupun keluarnegeri. 

(2) Pemasaransebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)diutamakan untuk 

membinapeningkatan produksi dan konsumsi 

protein hewanidalammewujudkanketersediaan 

panganbergizi seimbang bagi masyarakat dengan 

tetap meningkatkan kesejahteraan pelakuusaha 

Peternakan. 

(3) Pemerintahdan Pemerintah 

Daerahsesuaidengankewenangannyaberkewajibanun

tuk menciptakan iklimusaha yangsehatbagi 

pemasaranHewanatauTernak danProduk Hewan. 

11. Di antaraPasal 36 danPasal 37disisipkan 5 (lima)pasal, 

yakniPasal 36A, Pasal 36B,Pasal 36C,Pasal 36D, 

danPasal 36E sehinggaberbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal36A 
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PengeluaranHewanatauTernakdan ProdukHewandari 

wilayahNegara KesatuanRepublikIndonesia ke luar 

negeri dapatdilakukan apabila produksidanpasokan 

didalam negeritelahmencukupi kebutuhan 

konsumsimasyarakat. 

 

Pasal 36B 

 

(1) PemasukanTernak danProduk Hewan dari luar 

negeri ke dalamwilayah Negara Kesatuan 

RepublikIndonesia dilakukanapabilaproduksi dan 

pasokanTernakdanProdukHewan di dalam 

negeribelum mencukupi kebutuhan konsumsi 

masyarakat. 

(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksudpada 

ayat (1) harus berupa Bakalan. 

(3) Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan 

tidakbolehmelebihi berattertentu. 

(4) SetiapOrangyang melakukan pemasukan 

Bakalansebagaimana dimaksudpada ayat (2) wajib 

memperoleh izin dari Menteri. 

(5) SetiapOrangyang memasukkan Bakalan dari luar 

negeri sebagaimanadimaksud pada ayat (2) wajib 

melakukan penggemukan di dalam negeriuntuk 

memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu 

paling cepat4(empat)bulan sejak dilakukan tindakan 

karantina berupa pelepasan. 

(6) PemasukanTernak dari 

luarnegerisebagaimanadimaksudpada ayat(2)dan 

ayat(3)harus: 

a. memenuhipersyaratanteknis Kesehatan Hewan; 

b. bebas dari 

PenyakitHewanMenularyangdipersyaratkanoleh 

OtoritasVeteriner;dan 

c. memenuhi ketentuanperaturan perundang-

undangandibidang karantinaHewan. 

(7) PemasukanTernak dari luarnegeriuntuk 
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dikembangbiakandiIndonesiaharus: 

a. memenuhipersyaratanteknis Kesehatan Hewan; 

b. bebas dari 

PenyakitHewanMenularyangdipersyaratkanoleh

OtoritasVeteriner;dan 

c. memenuhi ketentuanperaturan perundang-

undangandibidang karantinaHewan. 

(8) Ketentuan lebihlanjut mengenai pemasukanTernak 

danProduk Hewan sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1)serta berattertentu 

sebagaimanadimaksudpada ayat(3)diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

 

 

Pasal 36C 

 

(1) PemasukanTernak Ruminansia Indukanke 

dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dapatberasal dari suatunegaraatau zona dalam 

suatu negarayangtelahmemenuhi persyaratan dan 

tatacarapemasukannya. 

(2) Persyaratan dan tata carapemasukanTernak 

Ruminansia Indukan dari luarnegerikedalam 

wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia 

ditetapkanberdasarkananalisisrisiko di bidang 

Kesehatan Hewan olehOtoritas Veteriner 

denganmengutamakan kepentingan nasional. 

(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukanyang 

berasal darizona sebagaimanadimaksud pada ayat 

(1),selainharus memenuhi ketentuansebagaimana 

dimaksudpada ayat(2)jugaharusterlebih dahulu: 

a. dinyatakanbebasPenyakit Hewan Menulardi 

negaraasaloleh otoritas veteriner negaraasal 

sesuaidengan 

ketentuanyangditetapkanbadankesehatan 

hewan dunia dan diakui oleh OtoritasVeteriner 
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Indonesia; 

b. dilakukan penguatansistem 

danpelaksanaansurveilan didalam negeri;dan 

c. ditetapkan tempatpemasukantertentu. 

(4) SetiapOrangyang melakukan pemasukanTernak 

Ruminansia Indukansebagaimanadimaksud pada 

ayat(1)wajib memperoleh izindariMenteri. 

(5) Ketentuan lebihlanjut mengenai pemasukanTernak 

RuminansiaIndukankedalam 

wilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesiadiaturden

gan Peraturan Menteri. 

 

Pasal36D 

 

(1) PemasukanTernak Ruminansia Indukanyang 

berasal darizona sebagaimanadimaksud dalam 

Pasal36Charusditempatkan dipulau 

karantinasebagaiinstalasi 

karantinaHewanpengamanan maksimal untuk 

jangka waktu tertentu. 

(2) Ketentuanmengenai pulau karantina 

diaturdengan PeraturanPemerintah. 

 

Pasal36E 

 

(1) Dalamhaltertentu, dengan tetap memerhatikan 

kepentingannasional, dapat dilakukan pemasukan 

Ternakdan/atau Produk 

Hewandarisuatunegaraatauzona dalam 

suatunegara yangtelah 

memenuhipersyaratandantatacarapemasukanTerna

k dan/atau Produk Hewan. 

(2) Ketentuan lebihlanjut mengenai dalam hal tertentu 

dan tata cara pemasukannyasebagaimana 

dimaksudpadaayat(1)diatur dengan 

PeraturanPemerintah. 

12. Diantaraayat(2) dan ayat(3)Pasal37 disisipkan1 (satu) 
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ayat yakniayat (2a),sehinggaPasal 37 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal37 

 

(1) Pemerintahmembina dan memfasilitasi 

berkembangnyaindustripengolahan Produk Hewan 

denganmengutamakan penggunaanbahanBakudari 

dalamnegeri. 

(2) Pemerintahmembina terselenggaranyakemitraan 

yang sehatantaraindustri pengolahandan 

Peternakdan/atau koperasiyang 

menghasilkanProdukHewanyang digunakan 

sebagaibahan baku industri. 

(2a) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa kerjasama: 

a. Permodalan atau pembiayaan; 

b. pengolahan; 

c. pemasaran; 

d. pendistribusian;dan/atau 

e. rantai pasok. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pembinaandanfasilitasiberkembangnya industri 

pengolahan Produk Hewan sebagaimana dimaksud 

pada ayat(1)dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangandibidangindustri, kecuali 

untukhal-halyangdiatur dalam Undang-Undang ini. 

13. KetentuanPasal 41 diubah sehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal41 

 

Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana 

dimaksuddalam Pasal 39 bertujuanuntuk: 

a. melindungiwilayahNegara KesatuanRepublik 

Indonesia dari ancamanmasuknyaPenyakit Hewan 

dariluar negeri; 
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b. melindungiwilayahNegara KesatuanRepublik 

Indonesia dari ancamanmenyebarnyaPenyakit 

Hewan dariluar negeri, darisatu pulauke pulau 

lain,danantardaerah dalam satu pulaudi dalam 

wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia; 

c. melindungiHewandari ancamanmuncul, berjangkit, 

dan menyebarnya PenyakitHewan;dan 

d. mencegahkeluarnyaPenyakit Hewandari 

wilayahNegaraKesatuan RepublikIndonesia.” 

14. DiantaraPasal41 danPasal 42disisipkan 2(dua)Pasal, 

yakni Pasal41Adan Pasal 41Bsehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal41A 

 

(1) Pemerintahdan Pemerintah 

Daerahsesuaidengankewenangannyabertanggungjaw

ab melakukanpencegahan Penyakit Hewan. 

(2) Dalammelaksanakantanggung jawabpencegahan 

Penyakit Hewansebagaimanadimaksudpada 

ayat(1),Pemerintah dan PemerintahDaerahsesuai 

dengankewenangannyaberkewajiban 

melakukankoordinasilintassektoral, lintas 

wilayah,dan lintaspemangkukepentingan. 

15. KetentuanPasal 58 diubah sehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal58 

 

(1) Dalamrangka menjamin ProdukHewanyang aman, 

sehat,utuh, dan halal bagi yang 

dipersyaratkan,PemerintahdanPemerintahDaerahses

uai dengan kewenangannya berkewajiban 

melaksanakanpengawasan,pemeriksaan,pengujian,s

tandardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk 

Hewan. 

(2) Pengawasan, 
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pemeriksaan,danpengujianProdukHewan berturut-

turut dilakukan di tempat produksi,pada 

waktupemotongan,penampungan,dan pengumpulan, 

padawaktu dalamkeadaan 

segar,sebelumpengawetan, dan pada 

waktuperedaran setelahpengawetan. 

(3) Standardisasi,sertifikasi, danregistrasiProdukHewan 

dilakukan terhadapProdukHewanyang diproduksi di 

dan/ataudimasukkan ke dalamwilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia untuk 

diedarkandan/atau dikeluarkan dari wilayah 

NegaraKesatuan Republik Indonesia. 

(4) Produk Hewan yang diproduksi di 

dan/ataudimasukkanke wilayah Negara 

KesatuanRepublik Indonesiauntuk diedarkan wajib 

disertai: 

a. sertifikatveteriner;dan 

b. sertifikat halal 

bagiProdukHewanyangdipersyaratkan. 

(5) SetiapOrangdilarangmengedarkanProdukHewan 

yangdiproduksi di dan/ataudimasukkanke wilayah 

Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang tidak 

disertaidengansertifikatsebagaimana 

dimaksudpadaayat(4). 

(6) SetiapOrangyang memproduksi 

dan/ataumengedarkan Produk Hewan dilarang 

memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan 

bahan tambahan yangdilarang. 

(7) Produk Hewan yang dikeluarkandariwilayah Negara 

KesatuanRepublik Indonesia wajib disertai sertifikat 

veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh 

negara pengimpor. 

(8) Untuk pangan olahan asal Hewan, selain wajib 

memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada 

ayat(5) wajibmemenuhiketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidangpangan. 

16. KetentuanPasal 59 diubah sehingga 
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berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal59 

 

(1) SetiapOrangyang akanmemasukkanProduk Hewan 

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesiawajib memperoleh izinpemasukandari 

menteri yang menyelenggarakanurusan 

pemerintahandi bidang perdagangan setelah 

memperoleh rekomendasidari: 

a. Menteriuntuk ProdukHewansegar; atau 

b. pimpinan lembagabidang pengawasanobat dan 

makanan untukproduk pangan olahanasal 

Hewan. 

(2) Produk Hewan segaryangdimasukkan ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksudpadaayat (1) huruf a harus 

berasal dari unit usahaProdukHewan pada 

suatunegara yang telah memenuhi persyaratan dan 

tatacara pemasukan Produk Hewan. 

(3) Dalam hal produkpangan olahan asalHewan yang 

akan dimasukkanke dalam wilayah Negara 

KesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksud 

padaayat (1) huruf b yang mempunyairisiko 

penyebaranZoonosis 

yangdapatmengancamkesehatanmanusia, 

Hewan,danlingkungan budi daya, sebelum 

diterbitkanrekomendasi olehpimpinanlembaga 

pemerintah yang melaksanakan tugas 

pemerintahan dibidang pengawasan obatdan 

makanan harus mendapatkan persetujuan teknis 

dari Menteri. 

(4) Persyaratan dan tata carapemasukan Produk 

Hewan dariluar negeri ke dalam wilayahNegara 

KesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksud 

padaayat (2) dan ayat(3)mengacu pada 

ketentuanyang berbasisanalisis risiko dibidang 
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Kesehatan Hewan danKesehatan Masyarakat 

Veterinerserta mengutamakankepentingan 

nasional. 

17. KetentuanPasal 65 diubah sehinggaberbunyisebagai 

berikut: 

 

Pasal65 

 

Ketentuanlebihlanjut mengenaiKesehatan 

MasyarakatVeteriner sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 sampaidenganPasal64diaturdengan 

PeraturanPemerintah. 

18. Di antaraPasal66 danPasal 67disisipkan 1 (satu)pasal 

yakni Pasal66Asehinggaberbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal66A 

 

(1) SetiapOrangdilarangmenganiayadan/atau 

menyalahgunakanHewan yang mengakibatkancacat 

dan/atautidak produktif. 

(2) SetiapOrangyang mengetahuiadanya perbuatan 

sebagaimanadimaksud pada ayat(1)wajib 

melaporkan kepadapihak yang berwenang. 

19. KetentuanPasal 68 diubah sehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal68 

 

(1) Pemerintahdan Pemerintah 

Daerahsesuaidengankewenangannyamenyelenggara

kan Kesehatan Hewan diseluruh wilayah 

NegaraKesatuan Republik Indonesia. 

(2) Dalammenyelenggarakan Kesehatan Hewan 

sebagaimana dimaksud padaayat(1),Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya 

berkewajibanmeningkatkan penguatan tugas, 

fungsi,danwewenang Otoritas Veteriner.” 
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20. DiantaraPasal68 dan Pasal 69disisipkan 5 (lima)Pasal, 

yakni Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, Pasal 68D, 

danPasal 68E sehinggaberbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal68A 

 

(1) OtoritasVeteriner sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal68ayat(2) mempunyaitugas menyiapkan 

rumusan dan melaksanakankebijakandalam 

penyelenggaraanKesehatanHewan. 

(2) OtoritasVeteriner sebagaimana dimaksud 

padaayat(1) dipimpinoleh pejabatOtoritas 

Veteriner. 

(3) PejabatOtoritas Veteriner sebagaimana dimaksud 

pada ayat(2)terdiri atas: 

a. pejabat OtoritasVeterinernasional; 

b. pejabat OtoritasVeterinerkementerian; 

c. pejabatOtoritasVeterinerprovinsi;dan 

d. pejabat OtoritasVeterinerkabupaten/kota. 

 

 

 

Pasal 68B 

 

(1) PejabatOtoritas Veteriner di tingkatnasional 

sebagaimanadimaksuddalam Pasal 68Aayat(3)huruf 

a diangkat olehMenteri. 

(2) PejabatOtoritas Veteriner di 

tingkatkementeriansebagaimana 

dimaksuddalamPasal 68Aayat(3) huruf b diangkat 

olehmenteri. 

(3) PejabatOtoritas Veteriner di tingkatprovinsi 

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 68Aayat(3)huruf 

cdiangkat olehgubernur. 

(4) PejabatOtoritas Veteriner di tingkatkabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68Aayat(3) 

huruf d diangkat oleh bupati/wali kota. 
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(5) PejabatOtoritas Veteriner sebagaimana dimaksud 

pada ayat(1),ayat(2), ayat (3), danayat(4) diangkat 

berdasarkankompetensinyasebagai Dokter Hewan 

Berwenang. 

 

Pasal 68C 

 

(1) OtoritasVeteriner sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 68mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaKesehatan Masyarakat Veteriner; 

b. penyusunstandardanmeningkatkan mutu 

penyelenggaraan KesehatanHewan; 

c. pengidentifikasimasalahdan 

pelaksanapelayanan Kesehatan Hewan; 

d. pelaksanapengendalian dan penanggulangan 

PenyakitHewan; 

e. pengawas dan pengendalipemotonganTernak 

RuminansiaBetinaProduktif dan/atauTernak 

RuminansiaIndukan; 

f. pengawas tindakanpenganiayaan dan 

penyalahgunaan terhadapHewan sertaaspek 

KesejahteraanHewanlainnya; 

g. pengelolaTenagaKesehatan Hewan; 

h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran 

Hewan; 

i. pengawas penggunaanAlat dan Mesin 

KesehatanHewan; 

j. pelaksana perlindunganHewan dan 

lingkungannya; 

k. pelaksana penyidikan dan pengamatan 

Penyakit Hewan; 

l. penjamin ketersediaandanmutu ObatHewan; 

m. penjamin keamanan Pakan dan bahan 

Pakanasal Hewan; 

n. penyusun prasarana dan sarana 

sertapembiayaan KesehatanHewan dan 

KesehatanMasyarakat Veteriner; dan 
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o. pengelola medikakuatikdanMedikKonservasi. 

(2) OtoritasVeteriner sebagaimana dimaksud padaayat 

(1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang 

bersifat teknis Kesehatan Hewan. 

(3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan 

keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan 

mengerahkan semua lini kemampuan profesi. 

(4) Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan 

sebagaimana dimaksud padaayat(3)dilakukan mulai 

dariidentifikasi masalah,rekomendasi kebijakan, 

koordinasi pelaksanaan kebijakan,sampai 

denganpengendalianteknisoperasionalpenyelenggara

anKesehatanHewan di lapangan. 

 

Pasal 68D 

 

(1) DalampenyelenggaraanKesehatan 

Hewansebagaimanadimaksuddalam Pasal 68 

ayat(1), PemerintahmenetapkanSiskeswanas. 

(2) Siskeswanas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 

menjadiacuan OtoritasVeterinerdalam 

penyelenggaraan Kesehatan Hewan. 

(3) DalampelaksanaanSiskeswanas 

sebagaimanadimaksudpada ayat (2), Pemerintahdan 

PemerintahDaerah sesuaidengan kewenangannya: 

a. meningkatkanperandan fungsi 

kelembagaanpenyelenggaraanKesehatan 

Hewan;dan 

b. melaksanakankoordinasi dengan 

memperhatikan ketentuanperaturanperundang-

undangan di bidang PemerintahanDaerah. 

(4) Peningkatan perandanfungsi 

kelembagaanpenyelenggaraanKesehatanHewanseba

gaimana dimaksudpadaayat(3)huruf a dilaksanakan 

melalui: 

a. upaya KesehatanHewan meliputi pembentukan 
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unit responscepatdi pusatdandaerahserta 

penguatan dan pengembangan 

pusatkesehatanhewan; 

b. penelitiandanpengembanganKesehatanHewan; 

c. sumber Jaya Kesehatan Hewan; 

d. informasi Kesehatan Hewan yang terintegrasi; 

dan 

e. peran serta masyarakat 

(5) Dalamikut berperan sertamewujudkan 

KesehatanHewandunia melalui Siskeswanas, 

Menteri 

melimpahkankewenangannyakepadaOtoritas 

Veteriner. 

(6) Otoritas Veteriner bersama organisasiprofesi 

kedokteran Hewan melaksanakan Siskeswanas 

denganmemberdayakan potensiTenaga 

KesehatanHewan dan membinapelaksanaanpraktik 

kedokteranHewandi seluruhwilayahNegara 

KesatuanRepublik Indonesia. 

 

Pasal 68E 

 

Ketentuanlebihlanjut mengenaiOtoritas Veteriner 

danSiskeswanassebagaimanadimaksuddalam Pasal 68, 

Pasal 68A,Pasal 68B,Pasal68C,dan Pasal 68D diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.” 

21. Ketentuanayat(1) Pasal85diubah dan ayat (4)dan ayat(5) 

dihapus,sehinggaPasal 85 berbunyi sebagaiberikut: 

 

Pasal85 

 

(1) SetiapOrangyang melanggar ketentuan 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 9ayat(1), Pasal 11 

ayat(1),Pasal 13 ayat(8),Pasal15 ayat 

(3),Pasal16ayat(2),Pasal16 ayat (3), Pasal18 ayat 

(4),Pasal19ayat(1),Pasal22 ayat (1),Pasal24 

ayat(3),Pasal 25 ayat (1), Pasal29 ayat(3), Pasal29 
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ayat(4), Pasal 36B ayat (4), Pasal36Bayat (5),Pasal 

36Cayat(4),Pasal 42 ayat(5), Pasal43 ayat(4),Pasal 

45ayat(1), Pasal 47ayat (2),Pasal47 ayat (3),Pasal50 

ayat(1), Pasal 50 ayat (3),Pasal 51ayat(2), Pasal 

52ayat(1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55ayat(3), Pasal 

58 ayat (5),Pasal59ayat(1),Pasal60 ayat (1),Pasal61 

ayat(1),Pasal 61 ayat (2), Pasal62 ayat(2), Pasal62 

ayat(3), Pasal 69ayat (2), Pasal 72ayat(1), atau 

Pasal80 ayat (1) dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratifsebagaimana dimaksudpadaayat 

(1)dapatberupa: 

a. peringatan secara tertulis; 

b. pengenaan denda; 

c. penghentian sementaradari kegiatan, 

produksi,dan/atau peredaran; 

d. pencabutan nomorpendaftaran dan 

penarikanObatHewan,Pakan,alat danmesin, 

atau Produk Hewan dari peredaran;atau 

e. pencabutan izin. 

(3) Ketentuan lebihlanjut mengenai tatacarapengenaan 

sanksi administratifsebagaimanadimaksud pada 

ayat(2)diatur dalam PeraturanPemerintah.” 

22. KetentuanPasal 86 diubah sehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal86 

 

Setiap orang yang menyembelih: 

a. Ternakruminansia kecil betina 

produktifsebagaimanadimaksud dalamPasal18 

ayat(4) dipidana denganpidana kurunganpaling 

singkat 1 (satu) bulan dan palinglama 6 

(enam)bulandan denda palingsedikit 

Rp1.000.000,00 (satujutarupiah)dan 

palingbanyakRp5.000.000,00(lima juta rupiah); atau 

b. Ternakruminansia besar 

betinaproduktifsebagaimanadimaksud dalam Pasal 
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18 ayat(4)dipidana denganpidana penjarapaling 

singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 3 (tiga) 

tahundandenda palingsedikit Rp100.000.000,00 

(seratusjutarupiah) danpaling banyak 

Rp300.000.000,00(tiga ratusjuta rupiah).” 

23. DiantaraPasal91 danPasal 92disisipkan 

2(dua)pasal,yakni Pasal 91AdanPasal 91Bsehingga 

berbunyisebagaiberikut: 

 

Pasal91A 

 

Setiap Orangyangmemproduksidan/ataumengedarkan 

Produk HewandenganmemalsukanProduk Hewan 

dan/atau menggunakan bahantambahan yang dilarang 

sebagaimanadimaksuddalam Pasal 58 ayat (6), dipidana 

denganpidana penjara paling lama5 (lima)tahun dan 

pidanadenda palingbanyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluhmiliar rupiah). 

 

Pasal 91B 

 

(1) SetiapOrangyang menganiaya 

dan/ataumenyalahgunakanHewan sehingga 

mengakibatkancacat dan/atautidak 

produktifsebagaimana dimaksud 

dalamPasal66Aayat (1) dipidanadenganpidana 

kurungan paling singkat 1 (satu)bulan dan paling 

lama6 (enam) bulandandenda palingsedikit 

Rp1.000.000,00 (satujutarupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah). 

(2) SetiapOrangyang mengetahuiadanya perbuatan 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 66Aayat (1) dan 

tidakmelaporkan kepadapihak yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal66A ayat(2) 

dipidanadengan pidanakurungan 

palingsingkat1(satu)bulan dan palinglama 3 (tiga) 

bulandandenda paling sedikitRp1.000.000,00 
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(satujutarupiah)dan palingbanyak Rp3.000.000,00 

(tigajutarupiah).” 

24. KetentuanPasal 96 dihapus. 

25. Di antaraPasal 96 danPasal 97disisipkan 1 (satu)pasal 

yakni Pasal96Asehinggaberbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal96A 

 

(1) PeraturanPemerintahmengenai 

pulaukarantinasebagaimanadimaksud dalam 

Pasal36D ayat(2) harustelah ditetapkanpaling 

lama2(dua)tahunterhitung sejak Undang-

Undanginidiundangkan. 

(2) PeraturanPemerintahmengenai Otoritas 

VeterinerdanSiskeswanas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal68E harus telahditetapkan palinglama 2 

(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang 

inidiundangkan. 

 

PasalII 

 

Undang-Undanginimulai berlakupadatanggal diundangkan. 

 

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanga

n Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Disahkan di Jakarta, 

Padatanggal17 Oktober 2014 

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, 

ttd. 

DR.H.SUSILO BAMBANGYUDHOYONO 

 

 

Diundangkan DiJakarta, 

Padatanggal17 Oktober 2014 
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MENTERIHUKUMDAN HAKASASIMANUSIA 

REPUBLIKINDONESIA, 

ttd. 

AMIRSYAMSUDDIN 

 

LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIA TAHUN2014 NOMOR338 
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PENJELASAN 

UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN2014 

TENTANG 

PERUBAHANATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 

TENTANGPETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

 

I. UMUM 

PancasiladanPembukaan Undang-Undang 

DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun 1945 mengamanatkannegara untuk 

melindungi segenapbangsaIndonesia dan memajukankesejahteraan umum 

sertamewujudkankeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah 

satubentuk perlindungan tersebutdilakukan melalui penyelenggaraan 

Peternakan danKesehatanHewan dalam kerangka mewujudkan 

kemandiriandan kedaulatanpangan. 

PenyelenggaraanPeternakandan Kesehatanhewanyangtelah diatur 

dalamUndang-UndangNomor 18Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan terkait denganpemasukanBenih,Bibit,Bakalan, danTernak 

RuminansiaIndukan,sertapencegahanPenyakitHewan belum mencapai basil 

yangoptimal. Selain itu,beberapapasal dalamundang-

undangtersebuttelahdiujimateri di 

MahkamahKonstitusi.Dalamputusannya,Mahkamah Konstitusi membatalkan 

beberapa pasal yangterkaitdengan pemasukandan pengeluaran Produk 

Hewan,Otoritas Veteriner,sertapersyaratanhalalbagi Produk Hewan yang 

dipersyaratkan.Atas dasartersebutserta memenuhi perkembangandan 

kebutuhan hukum di masyarakat,Undang-Undang Nomor 

18Tahun2009tentangPeternakandanKesehatan Hewanperlu diubah. 

Perubahantersebutdimaksudkan agar 

penyelenggaraanPeternakandanKesehatanHewan dapat mencapai tujuan 

yangdiharapkan, yaitu: mengelolasumberdaya Hewansecarabermartabat, 

bertanggung jawab,danberkelanjutanuntuk sebesar-besarkemakmuran 

rakyat; mencukupi kebutuhan pangan, barang,dan jasaasal Hewan 

secaramandiri,berdayasaing,dan berkelanjutan bagi peningkatan 

kesejahteraan Peternak dan masyarakat;melindungi, mengamankan,dan/atau 

menjaminwilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dari ancaman 

yangdapat mengganggu kesehatanataukehidupan manusia, Hewan, 

tumbuhan,dan lingkungan; mengembangkan sumberdayaHewan;serta 



    w w w .bpkp .go.idw w w .bpkp .go.idw w w .bpkp .go.idw w w .bpkp .go.id     

 

memberi kepastian hukum dankepastian berusahadalam 

bidangPeternakandan KesehatanHewan.Tujuan penyelenggaraan 

PeternakandanKesehatan Hewan tersebutharusdilandasi dengansemangat 

untukmewujudkan kedaulatan, kemandirian,dan ketahananpangan. 

Sedangkanasasdari penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan 

adalah kemanfaatan dankeberlanjutan, keamanan dan kesehatan, 

kerakyatandankeadilan, keterbukaan danketerpaduan, kemandirian, 

kemitraan, dankeprofesionalan. 

Secara umum perubahan Undang-UndangNomor 18Tahun2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup pemasukan Benih, 

Bibit,Bakalan,Ternak RuminansiaIndukan, dan/atau Produk 

Hewan;kemitraan usaha Peternakan;pengaturanmengenaiTernak 

RuminansiaBetinaProduktif; pencegahan Penyakit Hewan;danpenguatan 

Otoritas Veteriner. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Angka2 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 'dipertahankan keberadaan dankemanfaatannya 

secara keberlanjutan" adalah upaya yang perlu dilakukan oleh 

kabupaten/kota untuk memasukkan Kawasan Penggembalaan Umum dalam 

program pembangunan daerah. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "kastrasi,, adalah tindakan mencegah berfungsinya 

testis dengan jalan menghilangkannya atau menghambat fungsinya. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "penetapan lahan sebagai Kawasan  Penggembalaan 

Umum" yaitu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah 

kabupaten/kota untuk menyediakan lahan penggembalaan umum, antara 

lain, misalnya tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kas desa. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Teknologi reproduksi untuk mengembangbiakan hewan antara lain melalui 

alih janin (transfer embrio), kelahiran kembar (twinning), dan pemisahan 

sperma (sexing) antara kromosom X dan kromosom Y. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan Ternak tertentu adalah Ternak asli seperti Sapi Bali 

dan Ternak lokal seperti Sapi Aceh, Sapi Madura, Domba Garut, Ayam Sentul, 

dan Itik Alabio. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “ciri-ciri keunggulannya” antara lain dan reproduksi 

yang tinggi memiliki kemampuan produksi dan tahan terhadap penyakit. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 15 

Ayat (1) 
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Huruf a 

Yang dimaksud dengan "mutu genetik” adalah ekspresi keunggulan sifat 

individu. 

Yang dimaksud dengan “keragaman genetik" adalah ekspresi keunggulan 

variasi genetik antarindividu. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan .kekurangan Benih" yaitu ketidakcukupan jumlah 

Benih (semen atau embrio) Ternak bukan asli atau lokal (eksotik) yang 

digunakan untuk kebutuhan pemuliaan dalam rangka meningkatkan 

produktivitas dan/atau mutu genetik. 

Yang dimaksud dengan "kekurangan Bibit" yaitu ketidakcukupan jumlah Bibit 

Ternak eksotik yang sebelumnya telah dikembangkan atau beradaptasi di 

Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu genetik Ternak eksotik. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Ternak lokal" adalah hasil persilangan antara Ternak 

asli luar negeri dan Ternak asli Indonesia, yang telah dikembangbiakkan di 

Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan 

dan/atau manajemen setempat. 

Ayat (2) 

Ketentuan larangan terhadap pengeluaran Benih dan Bibit terbaik 

dimaksudkan untuk mempertahankan populasi dan mutu genetik Ternak asli 

dan lokal. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 7 
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Pasal 18 

Ayat (1) 

Bibit dalam ketentuan ini hanya ternak ruminansia. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan "menjaga populasi” antara lain tidak menyembelih 

anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar. 

Yang dimaksud dengan “anakan ternak ruminansia kecil” adalah ternak 

ruminansia yang berumur kurang dari 6 (enam) bulan. 

Yang dimaksud dengan "anakan ternak ruminansia besar” adalah ternak 

ruminansia yang berumur kurang d,ari 12 (dua belas) bulan. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Pasal 3 I 

Ayat (1) 

Kemitraan usaha misalnya antara lain, inti plasma, subkontrak, keagenan, 

bagi hasit, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan 

masyarakat setempat. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah perusahaan di luar 

bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, misalnya antara lain perkebunan, 

perikanan, kehutanan, dan pertambangan. 

Huruf d 
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Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas, 

Angka 9 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu yang mempunyaikepentingan khusus" 

adalah pelaku usaha yang bergirak di luar bidang Petemakan yang 

mempunyai- kebutuhanterhadap budi daya Ternak, contoh: pelaku usaha 

yangmembutuhkan limbah Ternak sebagai penyubur tanah dan bio-energi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Cukup ielas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang" adalahkondisi pangan yang 

komposisi protein, lemak, kaibohidrat,mineral, vitamin, dan serat kasar dalam 

satu kesatuanasupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan 

kebutuhanuntuk aktivitas tubuh. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 11 

Pasal 36A 

Yang dimaksud dengan "kebutuhan konsumsi masyarakat' adalah kebutuhan 

menggunakan barang hasil produksi antara Iain pakaian, dan makanan, guna 

memenuhi keperluan hidup. 

Pasal 36B 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
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Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan "nilai tambah" antara lain, berat maksimal, netralisir 

residu, dan penyerapan tenaga kerja. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Pasal 36C 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ',zona dalam suatu negara" adalah bagian dari suatu 

negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi Hewan, status 

epidemiologik Penyakit Hewan Menular, dan efektivitas daya kendali. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 36D 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pulau karantina" adalah suatu pulau yang terisolasi 

dari wilayah pengembangan budi daya Ternak, yang disediakan dan dikelola 

oleh pemerintah untuk keperluan pencegahan masuk dan tersebarnya 

penyakit Hewan yang dapat ditimbulkan dari pemasukan TernakRuminansia 

Indukan sebelum dilalulintasbebaskan ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia untukkeperluan pengembangan peternakan. 

Yang dimaksud dengan "jangka waktu tertentu, adalah jangka waktu yang 
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dibutuhkan untuk memastikan Ternak Ruminansia Indukan bebas dari agen 

penyakit HewanMenular. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 36E 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ,,dalam hal tertentu,, adalah keadaanmendesak, 

antara lain, akibat bencana, saat masyarakatmembutuhkan pasokan Ternak 

dan/atau produk Hewan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Angka 12 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "lndustri pengolahan Produk Hewan” adalah industri 

yang melakukan kegiatan penanganan dan pemrosesan hasil hewan yang 

ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan 

memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang 

dipersyaratkan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (2a) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 13 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Angka 14 

Pasal 41A 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Koordinasi pencegahan Penyakit Hewan dilaksanakan antara lain dengan cara 

pen5rusunan bersama rencana strategis pencegahan Penyakit Hewan, 
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pengembangan unit respons cepat, pengembangan sistem kendali penyakit, 

dan persiapan pengembangan rantai komando sebagai antisipasi munculnya 

penyakit. 

 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 41B 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jeias. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Pemeriksaaan dilakukan di pos lalulintas Hewan dengan memerhatikan situasi 

dan status Penyakit Hewan baik di wilayah penerima maupun di wilayah 

pengirim. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Angka 15 

Pasal 58 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "sertillkat veteriner" adalah surat keterangan yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner yang menyatakan bahwa Hewan dan 

Produk Hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan 

keutuhan. 

Yang dimaksud dengan "sertifikat veterine/ adalah surat keterangan yang 
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dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang yang menyatakan bahwa Hewan 

dan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan 

keutuhan. 

 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Angka 16 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Angka 17 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Angka 18 

Pasal 66A 

Cukup jelas. 

Angka 19 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Angka 20 

Pasal 68A 

Cukup jelas. 

Pasal 68B 

Cukup jelas. 

Pasal 68C 

Cukup jelas. 

Pasal 68D 

Cukup jelas. 

Pasal 68E 

Cukup jelas. 
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Angka 21 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

 

Angka 22 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Angka 23 

Pasal 91A 

Cukup jelas. 

Pasal 9 1B 

Cukup jelas. 

Angka 24 

Cukup jelas. 

Angka 25 

Pasal 96A 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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